
 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 

 

A. Buku 

 

A. Djoko Sumaryanto, Pembalikan Beban Pembuktian: Tindak Pidana Korupsi 

Dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara. Prestasi Pustaka 

Publisher, 2009 

 

Adami Chazawi, Hukum Pidana Korupsi di Indonesia, Korupsi di Indonesia, 

Jakarta: Sinar Grafika, 1996 

 

Adami Chazawi, Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, 

Malang: Bayumedia Publishing, 2005 

 

Amiruddin dan H. Zainal Asikin, Pengantar Meotode Penelitian Hukum. Jakarta: 

PT Raja Grafindo Persada, 2003 

 

Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia. Edisi Revisi, Sinar Grafika, 

Jakarta. 2006  

 

Andi Hamzah, Memberantas Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Nasinal 

dan Internasional, Rajawali Pers, Jakarta, 2007 

 

Andi Hamzah, Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara, Sinar 

Grafika, Jakarta, 2008 

 
Andi hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia. Sinar Grafika, Jakarta, 2015 

 

Andi Sofyan, 2013, Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar, Rangkang Education, 

Yogyakarta  

 

Andi Sofyan, Hukum Acara Pidana. Makasar: Kencana. 2014 

 

Aria Zurnetti, Fitri Wahyuni dan Siti Rahmah, Pengantar Hukum Acara Pidana 

Indonesia, PT. RajaGrafindo Persada, Depok. 2021 
 

Bambang Sugono, Metedologi Penelitian Hukum, PT.RajaGrafindo, Jakarta, 2005 

 

Barda Nawawi Arief. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana.Citra AdityaBakti. 

Bandung. 2011 

 

Budiono Kusumohamidjojo, Teori Hukum Dilema Antara Hukum Dan Kekuasaan, 

Bandung: YramaWidya. 2016 

 

Chaerul Amin, Kejaksaan Memberantas Korupsi, Jakarta: Deleader, 2014 

 

Diana Napitupulu, KPK in Action, Raih Asa Sukses (PenebarSwadaya Group), 

Jakarta, 2010 



 

 

 

Elwi Danil, Korupsi: Konsep Tindak Pidana dan Pemberantasannya, Rajawali 

Pers, Jakarta, 2011 

 

Ermansyah Djaja, Memberantas Korupsi Bersama KPK, Sinar Grafika, Jakarta, 

2009 

 

Evi Hartati, Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, 2009 

 

Hadari Nawawi, Instrumen Penelitian Bidang Sosial, Gajah Mada University 

Press, Yogyakarta, 1992 

 

Guse Prayudi, Tindak Pidana Korupsi-Dipandang Dalam Berbagai Aspek, Pustaka 

Pena, Yogyakarta, 2010 

 

Henry Campbell, Black’s Law Dictionary, Edisi VI, West Publishing, St. Paul 1990 

 

Kristian, Sekelumit tentang Penyadapan dalam Hukum Positif di Indonesia, 

Nuansa Aulia, Bandung, 2013  

 

Lilik Mulyadi, Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Normatif, Teoritis, Praktik 

dan Masalahnya, Alumni, Bandung, 2007  

 

M. Van Hoecke, Methodologies of Legal Research, Hart Publishing, Oxford, 2011 

 

Marwan Effendy, Pemberantasan Korupsi dan Good Governance, Jakarta: 

Timpani Publishing, 2010 

 

Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2002 

 

Program Magister Ilmu Hukum, Pedoman Penelitian dan Penulisan Tesis, 

Universitas Andalas, Padang, 2012 

 

Riadi Asra Rahmad, Hukum Acara Pidana, Rajawali Press, Depok 2017  
 

Ridwan HR. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2008 
 

Soerjono Soekanto, Pengantar Sosiologi Hukum. Bhratara. Jakarta. 1973 

 

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 1986 

 

Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja 

Grafindo, Jakarta, 2008, 

 

Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung; Alumni, 1996 

 

Sudikmo Metokusumo, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, Citra Aditya Bakti, 

Bandung, 2010 
 

Suhrawardi K. Lubis, Etika Profesi Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2008 



 

 

 

Umar Ma’aruf dan Aga Wigana, Telaah Bukti Penyadapan Telepon Dalam 

Perkara Tindak Pidana Korupsi, Cet. 1, Unissula Press, Semarang, 2020 
  

 

B. Peraturan Perundang-undangan 

 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

 

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 

 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan 

atas Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi. 

 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman 

 

Undang-Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik  

 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang 

 

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 

11/PER/M.KOMINFO/02/2006 tentang Teknis Penyadapan Terhadap Informasi 

 

C. Jurnal 

 

Anita Br Sinaga, Usman, Dheny Wahyudhi, “Perbuatan Menguntit (Stalking) 

Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana Indonesia”, Pampas: Journal Of 

Criminal, Vol. 2, No. 2, 2021 
 

Endra Wijaya, Jurnal Agustus Baru, Vol.III/No-02/Agustus/2010, Kompleksitas 

Punitas, 2010  
 

Indriyanto Seno Adji, Sistem Pembuktian Terbalik: Meminimalisasi Korupsi di 

Indonesia (artikel). Jurnal Keadilan Vo. I. No. 2 Juni 2002 

 

Luh Nyoman Dewi Triandani, Budaya Korupsi Ala Indonesia, Jurnal Pusat Studi 

Pengembangan Kawasan (PSPK), Jakarta, 2002 

 

Muh. Nizar, Amiruddin, Lalu Sabardi, Ajaran Kausalitas Dalam Penegakan 

Hukum Pidana (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 498 K/PID/2016), 

Jurnal Education and Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan 

Vol.7 No.1 Edisi Januari 2019 

 

Saldi Isra, Pemberantasan Korupsi: Beberapa Warisan Islam yang Dipraktekikkan 

di Indonesia, Jurnal Konstitusi PUSaKO Universitas Andalas Volume III 



 

 

Nomor 2, November 2010, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 

Jakarta. 2010 

 

Supriyadi Widodo Eddyono & Erasmus A. T. Napitupulu, 2013, Komentar atas 

Pengaturan Penyadapan Dalam Rancangan KUHAP. Jurnal Institue for 

Criminal Justice Reform. Jakarta 

 

 

D. Sumber Lain 

 

Antasari Azhar, “Upaya Pemberantasan Korupsi Seiring Kemajuan Tekhnologi 

Informasi”, http://www.djpp.depkumham.go.id/, diunduh pada tanggal 30 

April 2022. 

 

Audy Murfy, “Penyadapan, Pemberantasan Korupsi dan Hak Asasi Manusia”, 

http://www.balitbangham.go.id/, diaksesu pada 30 April 2022 

 

Merdeka.com. Kronologi lengkap kasus Papa Minta Saham sampai bikin Setnov 

mundur. 
https://www.merdeka.com/peristiwa/kronologis-lengkap-kasus-papa-minta-saham- 
sampai-bikin-setnov-mundur.html. diakses pada 7 April 2022 

 

Modus Operandi Korupsi di Daerah 

http://nasional.kompas.com/read/2008/08/22/19465330/18.modus.operandi.korupsi.di.d

aerah. pada tanggal 1 Oktober 2019. 
 

Romli Atmasasmita, Legalitas Penyadapan, diundah dari : http://m.okezone.com. 

Diakses pada tanggal 3April 2022 
 

https://www.merdeka.com/peristiwa/kronologis-lengkap-kasus-papa-minta-saham-
http://nasional.kompas.com/read/2008/08/22/19465330/18.modus.operandi

